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Menimtang © 5 b

f'_ ;dalam bldang mana_]ernen pemodalan teknologl

‘ '  fdapat memngkatkan taraf hldup masyarakat

oa bahwa koperam sebaga1 usaha bersama berdasarkan atas |
;-ﬁ,:‘_,!ij:azas kekeluargaan dan. demokram ekonoml mempunya1 o - .
- A'peran pentmg untuk mewujudkan masyarakat yang maju, SN

o ad11 dan makmur berlandaskan Pancasﬂa dan Undang— : L

b bahwa koP eras1 perlu dlbangun men.]adl kuat dan mandm! S

' ‘ff.f‘vagar menJad1 kopera31 yang berkemarnpuan, profestonal ;
f‘»_; i :keWIrausahaan, dan kemampuan berkompet1s1 sehxngga o

. bahwa kOperasu merupakan urusan - pernermtahan vang

: jdllaksanakan oleh Pemermtahan Daerah sehlngga untuk;_ R

. Daerah

v;-'ff»,;_membenkan pedoman bag1 semua plhak dalarn o

. ".,.fi:"penyelenggaran koperas1 perlu membentuk Peraturanv__j -

e d. bahwa berdasarkan pertlrnbangan sebagalmana dlmaksud

T dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu membentuk -

o -Indonesw Tahun 1945

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perkoperasxan o

1 ‘_.;:Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubhk} L



| . Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 1950 tentang
: ~ Pembentukan Daerah-Daerah ~ Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; |
| . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkop,e’ras'ian (Ler'nvbbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
‘ ‘Repubhk Indonesia Nomor 5302) . :
.‘}_Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
" Pemerintahan  Daerah (Lemb'arén Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

o Negara Républik Indonesia Nomoi‘ 5587) sebagaimana télah

d1ubah beberapa kah terakhir dengan Undang Undang N

" Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

,Undang—Undang Nomor 23 vTahun 2014 tentang

. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

O Peraturan Pcmerlntah Nomor 4 Tahun 1994 tentang

Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendman _
Dan Perubahan Anggaran Dasar Kopera31 (Lembaran.
' zNégara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8,
Tambahéri Lembafari_ Negara Républik,lndonésia Nomor
 v3540” , . . _ v S

. Peraturan' Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang

. _,Pelaksanaan Keglatan Usaha Slmpan Pln_]am oleh Kopera31

{Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1995 Nomor’

19, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor
- 3591); " -

. Perat,uraﬁ‘ Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang
Modal Periyertaan pada koperasi (Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan

B Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor 3744),



Dcngan Persetujuan Bersama

| DEWAN PERWAK.ILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

- dan- S
| BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan _PERATURAN DAERAH ~TENTANG ~ PENYELENGGARAAN
S PERKOPERASIAN | |

 BABI
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

 Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

D
2.

Daerah abdalahv_Kabupvaten Karanganyar. ‘ _
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara' pemerintahan daerah yang "memivmpin

pclaksanaan urusan pemenntahan yang menjadi

’kewenangan daerah otonom.

Bupati ¢ adalah Bupatl Karanganyar
Kopera51 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-

seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan

'keglatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai -

gérakan - ekonomi rakyat yang berdasar atas asas

kekeluargaén. o

. Perkopera31an adalah bcrbagal aspek yang menyangkut
kehldupan kopera31 ' '

. ,Koperam Primer adalah Kopera31 yang didirikan oleh dan

beranggotakan orang seorang.
Kopera31 Sekunder adalah Kopera81 yang dldmkan oleh dan

beranggotakan Kopera31



| .jAnggota Kopcra31 adalah orang seorang atau badan hukum

o kopera31 yang otonom dan bergabung secara sukarela

o setelah memenuh1 syarat keanggotaan sesual anggaran. |

S : 'dasar

Rapat Anggota adalah perangkat organlsaSI Koperas1 yang‘

;.memegang kekuasaan tert1ngg1 dalam Koperasi..

S H:;‘-Pengurus adalah perangkat orgamsast Kopera31 yang

: ""v'bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Kopera31

v‘,’funtuk kepentlngan dan tUJuan Kopera31 serta mewak1h

Kopera81 balk di dalam maupun di luar pengadllan sesuau o

';'I'dengan ketentuan Anggaran Dasar

v'."Pengawas adalah perangkat orgamsasx KOperasi yang

':Fbertugas rnengawa31 dan memberlkan na31hat kepada N

o Pengurus

».»Perlzlnan Berusaha Termtegrasx Secara EIektromk atau

L Onlme Smgle Submlsszon yang selan_yutnya dlsmgkat OSSF o

. ';'foadalah Per1z1nan Berusaha yang dlterbltkan oleh Lernbaga .

0SS untuk ‘dan atas nama Bupéltl kepada Pelaku Usaha :

R 'melalul 31stem elektromk yang terlntegra31

| A.‘Izm Usaha adalah izin yang dlterbltkan oleh Lernbaga OSS S

":;v],fi‘,untuk dan atas nama Bupa‘n seteiah kopera31 melakukan "

_i’-"":pendaftaran dan untuk memula1 usaha dan/ atau keglatan .
sampau sebelum ' pelaksanaan operasmnal : dengan v

f}f‘memenuhl persyaratan dan /atau Kom:tmen

| Izm Operasmnal adalah izin yang dlterbltkan oleh Lembaga .

'_OSS untuk dan atas nama Bupat1 sctelah koperasi- "

:'mendapatkan Izm Usaha dan untuk rnelakukan keg1atan

ri-operasmnal dengan memenuhl persyaratan dan/atau ,

- Komitmen.

1! LKomItmen adalah pernyataan kopera31 untuk memenuh1

R [vvgpersyaratan Iz1n Usaha dan/ atau Izm operasxonal

6. Slmpanan Pokok adalah seJumIah uang yang sama

banyaknya yang Wa_]lb dlbayarkan kepada Kopera31 pada

'"'»"saat masuk menjadl anggota, yang tldak dapat d1amb11

'_..‘.kernbah selama yang bersangkutan ma51h menjadl anggota



S1mpanan Wa_]lb adalah Jumlah sunpanan tertentu yang

,:':'.,fv.ftldak hams sama yang WfﬂlJlb dibayar oleh anggota kepada

RS ’_-"”‘:‘Koperam dalam Waktu dan kesempatan tertentu, yang tidak

. dapat d1amb11 kembah selama yang bersangkutan i'naSIh

. menjadl anggota o

8. Slmpanan Khusus adalah seJumlah uang yang dlsxmpan

: oleh anggota kepada Kopera31 untuk tuJuan khusus.

‘-;Hlbah adalah pemberlan dengan 'sukarela denganv .

- l..:.v;mengallhkan hak atas uang dan/atau barang kepada o

o Kopera31

v Hasil Usaha adalah pendapatan Kopera31 dalam satu tahun‘ :

e '__.'vi;‘;‘:buku setelah d1kurang1 biaya.

) ' _;-;Dana Cadangan adalah baglan darl keuntungan yang tldak '

- ‘.: ijaman adalah sejumlah uang yang dlpmjamkan oleh'

oy _f‘ﬁ‘KoperaSI kepada Anggota dalam Jangka waktu tertentu

o sesua1 dengan perjanjlan

Usaha Slmpan Pinjam adalah keglatan menghlmpun dan o
B :ﬁj menyalurkan dana dar1 dan untuk Anggota ‘ _
. Gerakan Kopera31 adalah kegxatan yang mehbatkan seluruhf‘}

o Kopera81 dalam ' mernperjuangkan B kepentmgan danv

ﬁmenyalurkan asplraSI Kopera81

¥ ) S1stem Admlmstra31 Badan Hukum adalah perangkat,; L

T*'pelayanan Jasa teknologl ' 1nforma31 Pengesahan Akta :

2 .::E::"'Pendlrlan Koperas1, Perubahan Anggaran Dasar dan

o ffi:;‘_Pembubaran . KoperaSI secara elektrornk yang R

o g_;idISelenggarakan oleh Menterl

“'_‘.*Menterl adalah Menten yang menyelenggarakan urusan“ -

. ipemerlntahan d1 bldang Koperasa

H.‘Dlrektur Jenderal adalah Dlrektur Jenderal Admlmstram ‘ :l -

o Hukum Umum o

. Harl adalah harl kalender R




Baglan Kedua |

Landasan Asas dan ’I‘ujuan v

Pasal 2 ST
i f: -:1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan

o Pasal 3 _
f--f:,.‘v:-‘:KOpera& bertuJuan untuk memajukan kesejahteraan anggota -
: ;}:-__f'pada khususnya dan masyarakat pada umumnya ‘serta 1kut"fv“

3 1[mernbangun tatanan perekonomlan naswnal dalam rangka :
- :-ﬁ‘berlandaskan Pancasﬂa dan Undang-Undang Dasar 1945

: BAB II v
FUNGSI PERAN DAN PRINSIP

| | Pasal 4
P‘ung31 dan peran Kopera31 adalah

o a. h"membangun dan mengembangkan potens1 dan kemampuan

.:”Kopera31 berlandaskan Pancasﬂa dan Undang Undang Dasar"f. -

mewujudkan masyarakat yang maJu adil, dan makmur o

. ,.,}v:;v,;-:ekonoml anggota pada khususnya dan masyarakat pada | o

i 'umumnya untuk menmgkatkan kesejahteraan ekonom1 danv, o :

: "‘»v“‘,}3’;5_>:5031a1nya T | |
."”v:berperan serta secara aktif dalam upaya mempertznggl .
:' -».b'f‘:‘kuahtas kehldupan manuSIa dan masyarakat e
| fmemperkokoh perekonomlan rakyat , Sebagal ’ dasar
f‘i;‘kekuatan dan ketahanan perekonomlan naswnal dengan.

| KoperaSI sebagal Sokoguru dan

berdasar atas asas kekeluargaan dan demokra31 ekononn LT

Pasal 5

:‘Kopcra& melaksanakan pr1n31p Koperam sebaga1 berlkut
a keanggotaan bersxfat sukarela dan terbuka

b pengclolaan dxlakukan secara demokrat1s,

.Tivberusaha untuk ‘ mewujudkan dan : mengembangkanvv .

v perekOnomlan nasmnal yang merupakan usaha bersama S



[ f"fjc.f; bpembaglan sisa hasﬂ usaha chlakukan secara adll;w ”

L sebandmg dengan besarnya Jasa usaha masmg masmg

' ':anggota,

i d;-v-"pemberlan balas _]asa yang terbatas terhadap modal dan e

S e'i ,.,kemandman -

(2) Dalam mengembangkan 7 KOperam, maka 'Kobérasi_"' o

S melaksanakan pula pnn31p Koperas1 sebaga1 benkut

‘a. pend1d1kan perkopera31an, _dan

b kerjasama antarkoperaS1 o

e BABIII .
o PEMBENTUKAN N

Pasal 6

,.fLKoperasn tcrd1r1 darl 2 ( dua ) yaltu

Koperam pnmer, dan

. ’._’»"Koperam sekunder

Pasal 7

o ::.:.;A‘.hul'uf a dlbentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh)v L
L ‘f_’f'.,,_:‘jorang ‘ ‘ :
"‘;,",_fv_,vhuruf b dlbentuk oleh sekurang kurangnya . 3 (tlga)

Koperas1 Sekunder sebagalmana dxmaksud dalam pasal 6» 3

Pasal 8

7 dllakukan dengan akta pendman yang memuat Anggaran‘ |

o

an j-'Dasar

Kopera31 rnempunya1 tempat kedudukan dalam Daerah

Pasal 9

Pendman Koperas1 dllakukan dengan mengadakan rapat' .

R L;‘“f‘pendlnan yang dlhadlrl para pendlrl dan pada saat yang -

»sama dapat dladakan penyuluhan tentang perkopera31an

Kopera51 Prxmer sebagalmana dlmaksud dalam pasal 6 |

Pembentukan Kopera31 sebagalmana dlmaksud dalam Pasal R



oleh Perangkat Daerah yang mempunya1 urusan di bidang

koperasn
2 Rapat pendman koperasx sebagalrnana dimaksud pada ayat
(1) d1had1r1 oleh: .
a. pahng sedikit 20 (dua puluh) orang bagi pendirian
kopera31 primer;
b. pallng sedikit 3 (tiga) badan hukum kopera31 yang
-leaklll pengurus dan/atau anggota yang diberi kuasa

berdasarkan keputusan rapat anggota koperas: prlmer

| yang bersangkutan

o - Pasal 10
Anggara}n} Dasar sebagaimana dimaksv‘utd’ dalam Pasal 8 ayat (1)
sekurahg?kuxfangnya memuat: "
daftar nama pendiri;
néma dan tempat kedudukan;
~maksud dan tujuan serta bidang usaha, -
ketentuan mengenai keanggotaan,
keten_tuan mengenai Rapat Anggota;
keténtuan mengenai pengelolaan;

kctentuan mengenal permodalan,

F@ ™9 po TP

. "ketentuan mengenal Jangka waktu berdirinya; -

. b
.

ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha; dan

ketentuan mengenai sanksi.

L BN
.

‘Pasal 11

- Koperasi mémperoleh status badan ‘hukum sctelah akta

pendiriannya disahkan oleh Pemerintah. ‘

Pasal 12

(1) Pefmdht)nén pengesahan Akta Pendirian Koperasi diajukan

oleh Pemohon kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.



| (2) Pemohon sebagalmana dunaksud pada ayat (1) terd1r1 atas

a. para pendm atau ‘

b kuasa para pendlrl, , o

e o yang memberxkan kuasa kepada Notans

R mela1u1 Sistem Adm1mstra31 Badan Hukum

(4)

,Permohonan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dlajukan

Permohonan : pengesahan Akta . Pendlrlan ' Kopefasi’

R sebagalmana dunaksud pada ayat (1) harus dldahulul

W

»dengan pengajuan nama Kopera51 R

Pasal 13

'Anggaran dasar koperas1 dapat dllakukan perubahan

L 'terhadap

| a perubahan deang usaha,

b. pcnggabungan, dan

. | c pembagxan

Perubahan anggaran dasar sebagalmana dlmaksud pada

L ",:}j'ayat (1) harus mendapat pengesahan Menteri.

@

i aYat (1) dlmuat atau dmyatakan dalam akta Notaris dalarn R

(1)

Perubahan anggaran dasar sebagalmana dlmaksud pada‘

o .Bahasa Indonesm

Pasal 14

Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perubahan

'E_H;f.,anggaran dasar sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 13 o

i i ayat (1) kepada Menterl o

Permohonan pengesahan : perubahan anggaran : dasar

R sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) d1ajukan dalam

’ jangka waktu palmg larna 60 (enam puluh) Hari terhitung

f'.z'»‘ifv"sejak tanggal akta notarls yang mernuat perubahanv .

- anggaran dasar

Apablla Jangka waktu 60 (enam puluh) I-Iar1 sebagalmana '

dlmaksud pada ayat (2) telah lewat permohonan L
"-F"3.>”‘1_vpengesahan perubahan anggaran dasar tidak dapat

dla_]ukan kepada Menterl



Pasal 15 »
(1) Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar
}j_,:ZFSebagaimana“;‘ dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh
" pemohon melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.
(2) Permohonan pengesahan ‘perubahan anggaran dasar
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
| menglsl format pengesahan perubahan anggaran. dasar

d1lengkap1 keterangan mengenai dokumen pendukung

BAB IV
KEANGGOTAAN

- Pasal 16

Kcénggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.

Pasal 17
(1) Keanggotaan | Koperasi didasarkan pada kesamaan
o ":kcpenﬁhgan ekonomi dalam lihgkup usaha Koperasi.
(2) Keanggotaan Kopcra31 dapat dlperoleh atau diakhiri setelah
syarat sebagaxmana diatur dalam Anggaran Dasar dlpenuhl
(3) Keanggotaan Koperas1 tldak dapat dlpmdahtangankan
(4) Setlap anggota mempunyau kewajiban dan hak yang sama
terhadap Kopera51 sebagalmana diatur dalam Anggaran

Dasar

BABV
'PERANGKAT ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

~ Pasal 18 |
, Kopérasi mempunYai perangkat organisasi Kopérasi yang terdiri
atas: . '
a.. /Rapat Anggota; -

'b. Pengurus; danb



C.

Pengawas.

| Bagiah Ke_dua

- Rapat Anggota

Pasai 19

»'(1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertxnggl

dalam Koperas1

Rapat Anggota d1had1r1 oleh anggota yang pelaksanaannya

~ diatur dalam Anggaran Dasar.

oa.

Pasal 20

‘. Rapat Anggota berwenéng :

’mehetapkan'  kebijakan umum dibidang organisasi,
manajemen dan usaha serta keuangan koperaSI, ,
menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar;

memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan

.Pengawas;

m'e‘rvietapkar'i rencana "k:erja, rencana anggaran pendapatan
dah belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;

meminta keterangan ~ dan - mengesahkan

'pertanggungjawaban  Pengurus dalam  pelaksanaan

- tugasnya,

» musyawarahvuhtuk mencapai mufakat.

memmta ketéféhgan " dan mengesahkan
pertanggungjawaban  Pengawas dalam  pelaksanaan
tugasnya | ' '
menetapkan pembaglan Sisa Hasﬁ Usaha

memutuskan penggabungan, peleburan pembaglan dan

. pembubaran kopera31 ‘dan

menetapkan keputusan lain dalarn batas yang ditentukan

dalam Anggaran Dasar.

| Pasal 21

Ke’p'u‘_tusan“ Rapat _;’Anggota diambil bcrdasarkan



(2 , Apabila tidak diperoleh képutusan melalui  cara
N sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), keputusan diambil |
berdasarkan suara terbanyak '

(3) Dalam pemungutan suara setlap Anggota mempunyai satu.
| hak suara. _ . ,

@) Hak = suara pada Koperasn Sekunder diatur secara
' proporswnal dalam Anggaran Dasar berdasarkan Jumlah

Anggota masmg—masmg

Pasal 22 |
"v',Rapat-q‘ Ainggota,,‘ berhak 'meminta vvketerangan }da-n
| pertanggungjawaban Pengurus dan Pcngawas mengenai

| pengelolaan Koperasi.

- . Pasal 23
(1) Rapat Anggota dllakukan pahng sedlklt 1 (satu) kali dalam lv

(satu) tahun.

| (2) Rapat Anggota Tahunan wajib dﬂakukan 1 (satu) kali dalam
1 (satu) tahun. K . ,
| :(3)‘ Ra{pat 'Ar-lggot'é untuk mengesahkan pértanggungjawaban
Pengurus disélcnggarakan ‘paling lambat 6 (enam) bulan 1

setelah tahun buku lampau.

} _ Pasal 24 _

" Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23,
v Koperési dapat melakukan Rapat Anggota Luar B‘iasa apabila
keadaan méngharﬁskari adanya 'k'eputusan. segera yang

wewenangnyai ada pada Rapat Anggota.

Bagian Ketiga'
Pengurus -

- Pasal 25
 (1) Pengurus d1p111h dar1 dan olch Anggota dalarn Rapat
Anggota -



(2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota

- (3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus

» dlcantumkan daIam akta pendirian.
(4) Masa Jabatan Pengurus pahng lama 5 (Ilma) tahun
(5) Persyaratan untuk dapat dipilih dan dlangkat menjadi

}anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar. .

~ Pasal26

Pengurus bertanggung jawab mengenal segala kegiatan

o pengelolaan Kopera31 dan usahanya kepada Rapat Anggota

atau Rapat Anggota Luar Biasa.

Bagian Keempat

- Pengawas

Pasal 27

. (1) Pengawas dlplhh dari dan oleh Anggota dalam Rapat
| Anggota ' ‘
‘ {2) Pengawas bertanggung Jawab kepada Rapat Anggota

- (3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai

anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 28

o Kopera31 dapat memmta jasa audit kepada akuntan pubhk

~ Pasal 29 .
Kctentuan,lebih lanjut mengenai Rapat Anggota, Pengurus dan

_ Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

MODAL

| Pasal 30

L ‘_‘(1) Modal deerasi terdiri dari modal sendiri dan modal

pinjaman.



2) Modal sendiri Scbagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
dari:
é._ Simpanan Pokok;
. b. Simpanan-Wajib; '
. Dana Cadangan; dan
~d. Hibah. |
(3) Modal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

‘berasal dari:

“a. Anggota;

~b. Koperasi lainnya dan /atau Anggotanya;

c. bank dan lembaga keuangan lainnya; |

d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan

e sumber lain yang sah berdasarkanb peraturan

perundang-undangan.

 Pasal3l
Selain modal sebagai dimaksud dalam Pasal 30, Koperasi dapat

'pulav melakukan pemupukan modal yang berasal dari M_od‘al

Penyertaan.

Pasal 32 -
'Ket:entua‘rzi‘ lebih lanjut mengenai modal Koperasi sevbagaim»ana

dimaksud dalam:Pasal 30 dan Pasal 31 diatur dalam Peraturan
Bupati. | |

BAB VII
- IZIN USAHA KOPERASI

| Pasal 33
(1) quérasi wajib memﬁiki izin usaha .dan izin operasional.
(2) Izin Usaha vsebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang
‘terdiri atas:
,"‘,,a. Izin Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam
Koperasi; dan



‘b. Izin Kopérasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah/
Umt Simpan Pinjam dan Pemblayaan Syariah.
(3) Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. izin pembukaan kantor cabang; |
b. izin pembukaan kantor cabang pembantu dan

o 1z1n pcmbukaan kantor kas.

Pasal 34

_ '(1):' Izin sebégaimana dimaksud pada Pasal 33 diterbitkan oleh

" Lembaga OSS untuk dan atas nama  Bupati. |

(2) Permohonan perizinan mellputl
~a.  pendaftaran; _
'b. penerbitan Izin Usaha dan/atau penerbitan Izin
| Opefasional bérdasarkan Komitmen; dan

e pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan/atau pemenuhan |

‘Komitmen Izin Operasional.

o | ‘Pasal 35

L Kétentuari lebih lahjut mengenai perizinan dan pemenuhan
| koinitfnen : ‘Ay}ang»v harus -vdipe}nuhi oleh Koperasi diatur dalam
- Peraturan Bupati. ' ”

BAB VI
KEGIATAN USAHA

Pasdl 36 |
"~ (1) Usaha V»Koperasi " berkaitan langéling dengan kepentingan
~anggota untuk meningkatkan i_lsaha dan kesejahteraan
- anggota. v |
(2) Usaha kopera31 dllakukan oleh kopera31 di berbagai bxdang
atau lapangan usaha untuk menghasﬁkan barang dan/atau
“ Jasa '
(3) Koperasi dapat 'melakukan kegiatan usaha di berbagaii-

~ lapangan usaha pada semua sektor ekonomi.



o o (4) Pelaksanaan usaha dllakukan sesual dengan kebl_]akan danb- S

| program ker_]a yang telah dlsctu_]ul rapat anggota ..
- (5) Keglatan usaha Kopera31 dapat d11akukan secara tunggal-
g usaha atau serba usaha o o o
| (6) Keglatan usaha Kopera51 dilak‘sana‘l‘;ar‘l ‘dengan  pola
pelayanan B | - R _
a konvens1onal atau R
b berdasarkan pr1ns1p ekonom1 syarlah

. : "{7) Kopera51 dapat menerapkan pola tanggung renteng

Iy | Pasal 37
‘-'f_(I) Kegxatan Usaha Slmpan . ijam merupakan keglatan
el B mengh1mpun dan menyalurkan dana dan dan untuk '

Anggota

(2) Keglatan Usaha Slrnpan Pm_]am dapat dllakukan sebagal E .

salah satu atau satu-satunya keg1atan usaha KOpera31 |
(3) Kopera51 yang melakukan keglatan Usaha Slmpan PmJam

v Wajlb mehndungl keamanan Slmpanan Anggota

. (4) Ketentuan leblh Ianjut mengenal kegxatan Usaha Slmpanf: o

Pm_]am berdasarkan pola pelayanan konvensmnal pola S

. '} syarlah dan pola tanggung-renteng dlatur dalam Peraturan :

| BAB IX
PEMBINAAN

' Pasal 38

': '::Dalam rangka pembmaan koperaSI '

a Pemermtah Daerah mencxptakan dan mengembangkan-

1klnn dan kondlsl yang mendorong pertumbuhan Serta;,

permasyarakatan KOperam _ v .
b.”::j'_Pemenntah Daerah membenkan blmblngan kemudahan,: )

'ix_Ldan perlmdungan kepada KoperaS1




Pasal 39
"}"Dalafnf rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi
 ~_'.'sebagaimanabdimaksud dalam Pasai.SS huruf b, Pemerintah
dapat: S | | ' |
ca. menetapkan bldang keglatan ekonomi- yang hanya boleh . |
| dikelola dan/atau dijalankan oleh Koperasi; dan
b rf;enetapkan bidang v kegiatan ekonomi di suatu wilayah
X ‘yéng téiah berhasil dikelola dan/atau dijalankan oleh
" _',Kopera31 untuk tidak dlkelola dan/atau dijalankan oleh

badan usaha lamnya

| ~ BABX
* PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN |

Pasal 40

'(}1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemenksan
| terhadap Kopera31 di Daerah.
(2) Pemerlksaan terhadap koperasi sebagalmana dimaksud
o pada ayat (1) dxlakukan terhadap :
a. kelengkapan organisasi;
b, legahtas usaha, dan

. ¢ keberlanjutan usaha.

Pasal 41
VF"IPenga{vaéaﬁ Kopefési meliputi aSpek: '
‘a. penerapan kepatuhan;

| kélembagaan Koperasi;

usaha sirﬁpan pinjam;

pentlalan kesehatan usaha simpan pmjam, dan

xS 'P-ﬂ" o o

: penerapan sanksi.

_ Pasél 42

: Aspek'”» penerapan : kepatuhan sebagaimana ‘dimaksud dalam
| Pasal 41 huruf a meliputi: . | ' |

a. kepatuhan hukum

b kepatuhan usaha dan keuangan dan

~ kepatuhan transaksn



| | | Pasal 43
L Aspck kclembagaan Kopera31 sebagalmana dlmaksud dalam‘
Pasal 41 huruf b melxputl . e ’

fa. ,_.jkeIengkapan Iegalltas yang tcrdlrl dar1 Akta Pcndman»

R ’::Koperas1 Anggaran Dasar Kopera51 perubahan pengesahan' o

_‘Anggaran Dasar bagl Koperam surat izin usaha, serta surat =

1Z1n pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu;
dan kantor kas, dan | ST T o
,_'::v‘kelengkapan orgamsam Kopé:raS1 | yang mencermxnkan-v‘\
v.’:‘struktur tugas, rentang kendah dan satuan pengendahan |

o ’:'}j‘-__vmternal

N Pasal 44

}”Aspek usaha 81mpan plnjam sebagalmana dlmaksud dalam'»
o '“Pasal 41 huruf c mehpun ' '

"j‘f'*a' penghlmpunan dana bersumber dan Ahggoté,: | ’Caldn' -

S Anggota, ‘ Kopera81 laln dan/atau anggotanya, bank dan. o

‘.bff;;i_;lembaga kcuangan lalnnya, penerbltan obligasi dan surat.

utang lamnya, dan sumber lam yang sah serta modal :
",[x'if:':fjpenyertaan’ f: SR S 5

':vpengendahal'l keselmbangan dana antara sumber dana dan -

. "jpenyaluran dana agar tldak terjadl over ltquzd dan unllquzd -
dan PR _ o - _
».;}‘penyaluran dana untuk menyalurkan dana yang sn‘atnya

o b_:“menjad1 aktlva produktlf mengurang1 kemacetan.; e

A Pasal 45

; ;j-"'Jenls Pengawasan Kopera81 terchrz atas

?»:a pengawasan aktlf dan pa31f v_ R
fi‘b pengawasan rutm dan sewaktu waktu, dan o o

pengawasan bermfat preventlf dan repres1f

| AT _ “ Pasal 46 |
(1) Pengawasan aktxf sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 45
huruf a dllakukan dengan pememksaan langsung terhadap

KoperaSI yang berpotensx mempunya1 masalah




(2) -Pcngawasan pasif sebagaimaﬁa dimaksud dalam Pasal 45
huruf a dilakukan dengan' menganalisa laporan terhadap
Koperasi yang sudah berjalaﬁ baik.

(3) Pengawasan rutin sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 45
huruf b dllakukan sesuai Jadwal yang telah direncanakan.

(4) Pengawasan sewaktu-waktu sebagalmana dimaksud dalam

=, 'Pasal 45 huruf b d1lakukan sesuai sesuai dengan

o kebutuhan _

(5) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada Pasal
45 huruf c dilakukan dengan tu_]uan pembinaan dan
' pencegahan |

(6) Pengawasan représif sebagaimana dimaksud pada Pasal 45
| huruf ¢ dllakukan ~dengan tujuan mencegah meluasnya

' ’permasalahan

Pasal 47

Apablla hasil pengawasan berpoten51 menimbulkan masalah,
‘Perangkat Daerah yang mempunyai urusan di bidang Koperasi |
" dapat meminta bantuan akuntan pubhk untuk melakukan B

audit khusus.

. BAB XI
" PENILAIAN KESEHATAN |

Pasal 48

(1) Pemlalan ‘kesehatan usaha 51mpan panam rnerupakan
' penllalan kmer_]a yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk
mengukur tmgkat kesehatan Koperam Simpan Pm_]am dan
Unit Simpan PmJam Kopera51 _
(2) Pemlman Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit
Slmpan ijarn Kopera51 dilakukan Bupati.
(3) Penilaian Kesehatan setiap Kantor Cabang dilakukan oleh
Bupati melalui Perangkat Daerah yang mempunya1 urusan |

 di bidang koperasi.



(4) Dalam = melakukan penilaian kesehatan sebagaimana

v dimaksud pada ayat (2)> dan ayat (3) dapat dibentuk tim

)

 (6)

penilai keschatan dari aparatur sipil negara dengan

persyaratan

’} a. memiliki pendldlkan paling rendah Dlploma Il atau

pangkat Penata Muda (Ill/a); dan
b'.‘ memiliki kemampuan dan pengetahuan perkoperasian
. dan telah mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan

teknis penilaian kesehatan usaha simpan pinjam.

Hasﬂ Pemlalan kesehatan Koperas1 Simpan Plnjam dan Unit

Slmpan Plnjam Kopera31 d1k1a31ﬁka51kan dalam 4 (empat)

'kategon Sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan, dan

Dalam Pengawasan Khusus.

Penilajian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dgri‘ Unit

~ Simpan Pinjam Koperasi dilakukan paling sedikit setiap

o

(8)

tahun _

Usaha 81mpan pinjam dengan predikat penilaian kesehatan
“Dalam Pengawasan Khusus dihentikan sementara
keglatan usahanya sampal dapat memperbalkl struktur
keuangannya '

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ‘ penilaian

- kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan

‘Pinjam Koperasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40 .

Aspek penilaian kesehatan usaha simpan pinjam‘ dilaksanakan

dengan melakukan pemlalan melalui pendekatan kuahtatxf

- maupun kuantltatlf terhadap aspek :

a
b
C
L
(o4
f
g

. permodalan,

kualitas aktiva produktif;
manajemen;

efisiensi;

. likuiditas;

. jati diri Koperasi;

pertiimbuhan dan kemandirian; dan



kepatuhan terhadap pnn51p syanah untuk usaha simpan
pmjam pola syarlah

, BAB XII
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 50

Penyclenggaraan pendidikan dan pelatihan perkopera31an bagi

kopera81 dllaksanakan oleh Pemermtah Daerah.

G

sumberdaya ‘manusia koperasi d1lakukan oleh lembaga

Pasal 51

Penyelenggaraan ' pendidikan dan pelatihan bagi

" pcnd1d1kan dan’ pelatlhan Pemerintah Daerah dan non

~ Pemerintah. -

@

Pendidikan dan pelatihan bagi sumberdaya manusia

- koperasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

'v diSclcnggarakan oleh 'lembaga pendidikan yang dimiliki oleh

)

‘instansi Pemerintah Daerah.

Pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia

:vll{_ope::‘asi yang dilakukan oleh non Pemerintah

o

@

Adi’selevr'_lggarakan‘oleh lembaga pendidikan swasta.

Pasal 52

Pengurus Koperam Wajlb mempunya1 sertifikasi pendldlkan

- dan pelatlhan perkoperasxan

Pengelola usaha simpan pinjam kopera31 wajib memiliki

sertlﬁkat standar kompeten31 pengelola usaha snnpan

pmjam yang dlkeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi

yang telah memperoleh hsen81 sesual peraturan perundang-

o undangan '
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Pasal 53

Peserta ’p'endidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia

k0pera31 merupakan pengawas, pengurus, dan pengelola

" kopera31

Pasal 54

‘(1) Jenis pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia

o kopera81 mehputl

@

s a0 T op

pend1d1kan dan pelatihan perkopera31an
pendldlkan dan pclauhan kewirausahaan;
pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis;
pendidikan dan pelatihan manajerial;
pend1d1kan dan pelatlhan berbasis kompetensn

pendldlkan dan pelatlhan bagl pelatih, pendampmg dan

8 ’fasﬂltator (trammg of tramers), dan

." pendidikan dan pelatihan lain dalam rangka

pengembangan sumber daya manusia koperasi.

Pendidikan dan - pelatihan perkoperasian sebagaimana

~ dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :

R T L S

@

‘a._

pemahaman nilai dasar;

prinsip dan jati diri koperasi; -

peraturan perundang-undangan  dan  kebijakan

' pemberdayaan kopera31

orgamsas1 dan manajemen kopera31,

akuntansi koperasi;

kiat dan strategi pengembangan usaha koperasi; dan

. Pendidikan dan pelatihan perkoperasian.lainnya ‘yang

terkait dengan perkoperas1an

’Pendldlkan dan pelatlhan kewirausahaan sebagalmana

o dn‘naksud pada ayat (1) huruf b mehputl

, a.‘

o p o T

pengembangan potensi diri;
motwam .

penyusunan proposal usaha,

. sumber pernblayaan,

kiat dan strategi pengembahgan usaha dan lain-lain.



~ (4) Pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi :

a. "pelatlhan untuk merungkatkan kualitas dan nilai
 tambah produk;

'b. meningkatkan daya saing;.
~¢. meningkatkan akses pasar;
d. feknologi’dan lain-lain. o
‘A(S) Pendldlkan “dan pelatihan manajenal sebagaimana
dnnaksud pada ayat (1) huruf d meliputi : |
manajemen produkm,
manajernen mutu dan kuahtas,

manjemen pemasaran,

oo .=r~59=

manajemen keuangan;
e. manajernen sumber daya manusia dan lain-lain.
() Pendldlkan dan pelatlhan berbasis kompetensi sebagalmana
| d1maksud pada ayat (1) huruf e meliputi kompetensi yang
dlperuntukkan bag1 Jabatan kerja bidang Kopera51 Simpan
Pm_]am dan Pemblayaan dan/atau Koperasi Koperasi
o Slmpan ijarn dan Pembxayaan Syarlah dan kompetenm
lamnya | v ’
{7) Pendldxkan dan pelatxhan bag1 pelatih, pendampmg dan
fasﬂltator (training of trainers) sebagaimana dimaksud pada
. ayat (1) huruf f meliputi :
a ‘ metodolog1 pelatihan;
b manajemen pelatlhan, , ,
c.i perencanaan pend1d1kan dan pelatlhan dan lam lain.
(8) Masmg—masmg pendidikan dan pelatihan sebagalmana
: dtmaksudv pada. ayat (1) dapat diselenggarakan secara

berjenjang dalam berbagai level dan /atau tingkatan.

o BABXII |
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Pasal 55

'(1) Pemenntah Daerah menetapkan kebljakan yang mendorong

* Koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.



(2) Dalam menetapkan kebljakan sebaga1mana dimaksud pada ) e

v“ayat (1), Pemerlntah Daerah menempuh langkah untuk

'"’*H'.‘»z:"'mendukung pertumbuhan perkembangan ' _dan 0

C pember dayaan KoperaSl bag1 kepentmgan Angsota dan
’f“vvif’:_f‘g.}"v'f_bmasyarakat I : - |
. Langkah sebaga1mana dlmaksud pada ayat (2) dﬂakukan |
- ""“'Z:Vdengan membenkan bantuan blrnbmgan dan kemudahan"v

) dalam bentuk

o 'if_:-rfa". }‘.."pengembangan kelembagaan dan bantuan pendldlkan, R

L pelatlhan, penyuluhan, dan penehtian Koperasn
i ".lbjb_}b'.‘v;ibantuan dan blmbmgan usaha Koperasa yang sesuai -

R f-.";;._dengan kepentmgan ekonorm Anggota | » v
. c v_fmemperkukuh permodalan dan pembtayaan Koperas1, . -

o ,*;fdf.',vfbantuan pengembangan Jarmgan usaha Koperas1 dan

: :'_,.’dan badan usaha laln o | |
e ._bantuan konsultas1 dan fasﬂ1ta81 guna memecahkan:j ~
B ,ipermasalahan yang d1hadap1 OICh KOperaSl dengan tetap |
’memperhatlkan Anggaran Dasar Kopera31 . ,
i f. ~1nsent1f pajak dan  fiskal sesua1 dengan ketentuan -

peraturan perundang-undangan dan/atau '

v‘.""'.':_fker_]a sama yang sahng menguntungkan antara Koperas; o

o g 'mendOrong Kopera81 yang tldak | aktif untuk o

- }melaksanakan keglatan operasmnal usahanya dan

i' vmelakukan pelaporan keuangan kopera51 '

| | Pasal 56
Pemerlntah Daerah melaksanakan "\vk(-)ordinasvi ~dan )

‘.".f';.'-Pengendallan pemberdayaan KOPCT as‘ -

koordlna81 kebljakan ' mtegra51 » perencanaan dan -
o smkromsaa program pemberdayaan Koperas1 SR
Pengendahan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) mehputl_ |
vpengawasan mon1tor1ng, dan evaluas: ’ |

v iﬂj}iivMonltormg dan evaluasx terhadap kopera31 sebagalmana
| f"’f’d1maksud pada ayat (3). dllakukan olch Perangkat Daerah

. 3 Yang mempunyal urusan di bldang koperas1 setlap 2 (dua) o

""Koordmam sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) mehputl"_. o



. tahun sekali. B

) » Pasal 57 e T
- "bPerhndungan usaha Koperasl dllakukan melalul kebgakan -
a ’membuka dan mempermudah pada akses pendanaan
b. b-"membantu kepada akses bahan baku

b
i c " 'memngkatkan kuahtas dan daya salng produk
d

o -prom031, lnformam dan pengembangan Jejarmg, dan .
e mempertahankan ‘ dan » memberlkan kemudahan pada .

v;g'»;f_deang dan Jenls v keglatan Kopera51 yang  memiliki

i f‘:.mlal sem budaya yang berSIfat khusus dan turun temurun |

o Pasal 58

lﬁ'ﬁ."f'Kebljakan o membuka dan vmempermudah pada akses ,
;Pendanaan sebagalmana dlméksud dalam Pasal 57 huruf a
T:;. v ‘dllakukan melalm fa8111ta31 | |
" ',_“a 31stem pmJarnan tanpa Jamman

,b akses permodalan dengan suku bunga rendah

_} Pasal 59 |
- ;'Kebuakan membantu kepada akses bahan baku sebagalrnana

B " ‘dlmaksud dalam Pasal 57 huruf b dllakukan dengan

,,v‘.’_'mengembangkan dan memperluas ‘akses pasar melalux |

R kekhususan proses bersifat padat karya serta mempunyalf -

a. mengusahakan bahan baku untuk Koperasi Produk51 agar

L dapat memproduk51 secara bcrkesmambungan

v '*:dengan Kopera51 dan

‘ b . mernfa8111ta31 hubungan antara pcnycdla bahan baku R

c _memperkuat pOSlSl tawar Kopera81 terhadap penyedla- o

bahan baku melalul as051a31 pengusaha yang sejems atau v

- badan hukum lamnya




Pasal 60 v
Kebijakah meningkatkan kualitas dan daya saing produk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c dilakukan
melalui pendampingan, pelatihan, pengembangan teknologi
produksi, pe"r'nbin_aan terhadap aspek manajemen dan

~ pembaharuan teknologi.

Pasal 61
Kebijakan niengeinbangkan dan memperhias akses pasar':
melalui : prorn031 - informasi dan pengembangan jejaring
»sebagaxmana dlmaksud dalam Pasal 57 huruf d dllakukan
dengan:
a. mémbantu promosi, pényelenggaraan pameran, serta
| Amenghubungkan dengan pihak penyalur dan pembeli; |
b. | rnembangun kemitraan - antar Koperasi dan/ atau antara .

| Kopera81 dengan badan usaha lam, dan

c. membantu akses pasar yang baru dan perluasan jaringan

: dlstrlbu31

Pasal 62

Kebljakan mempertahankan dan memberikan kemudahan pada
b1dang dan jenis keglatan Kopera31 yang mem111k1 kekhususan
proses, ber51fat_ padat karya, serta mempunya; nilai sem
budaya yang bersifat khusus dan turun temurun sebagaimana
-dimaksud dalam Pasal 57 huruf e dapat berupa pemberian

| insenti_f oleh Pemerintah Daerah.

BAB XIV
' LARANGAN

_ Pésal 63
Setiap Orahg atau Kbperasi dilarang melakukan :
a. menjalankan koperasi yang tidak berstatus badan hukum;
~ b. rnenjalahkan uszaha simpan pinjam tanpa izin usaha dan

- izin operasional.




1)

BAB XV
~ SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 64

Setiap Qfaﬁg atau Koperasi yang melakukan pelanggaran

~ terhadap ketentuan Pasal 23 ayat (2), Pasal 33 ayat (1),
R }"Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 52, dikenakan sanksi

B adniinistratif, berupa:

@

e o0

a. teguran tertulis; - |
b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan
usahé; | |
pémbekuan izin;

fehabilitasi kelembagaan;

réhabiiitasi uéaha; dan

pén'éébutah izin.

Ketentuah lebih  lajut mengenai pengenaan  sanksi

. administratif sebagaxmana dlmaksud pada ayat (1) diatur

R dalam Peraturan Bupati.

)

BAB XVI
 KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 65
Penyldlk Pegawa1 Negen Slpxl di llngkungan Pemermtah

Daerah yang dlberl wewenang khusus oleh Undang-Undang
berhak melakukan penyldlkan terhadap pelanggaran

~ ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2)

Dalam mclaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik |

- Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dlmaksud pada ayat (1),

berwenang ‘
a. menerima_ laporan atau pengaduan dari seseorang
' mengenau adanya tindak pldana ~atas pelanggaran

| peraturan perundang-undangan

b;: ,melakukan tlndakan pertama dan pemerlksaan di

ternpat kejadian;

c. menyuruh berhenn seorang dan memerlksa tanda

pengenal dm,



- d. melakukan penyitaan benda atau surat-surat;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. 'vmemanggll orang untuk didengar dan diperiksa sebaga1
}tersangka atau saksi;

‘g mendatangkan orang ‘ahli yang diperlukan dalam

hubungannya dengan pemeriksaan perkara

‘h. :mengadakan penghentxan penyidikan setelah mendapat

petunjuk dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia
bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa
' tersebut bukan merupakan tindak pidana dan
.Selanjutnya melalui penyidik mefnberitahukan hal
vtersebut kepada penuntut umum, tersangka atau
.keluarganya dan |

Ci mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat

Q)

dlpertanggung]awabkan - .
Dalam melakukan tugasnya, Pejabat Penyidik Pegawai

" Negeri = Sipil tidak berwenang untuk melakukan

penangkapan ~dan / atau penahanan kecuali tangkap

tangan :

W

,, BABXVII
~ KETENTUAN PIDANA

" Pasal 66

'Setiap ofang atau Koperasi yang melakukan pelanggaran

© terhadap ketentuan Pasal 63, dipidana dengan pidana

 kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling

a.

' banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

. pelanggaran

Tindak pidana sebagalmana dimaksud pada ayat (1) adalah

' BAB XVIII
: KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

K Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku

kopera51 yang telah memxllklv status Badan Hukum

dmyatakan masm tetap berlaku



e
miie

' "j b. vizin “usaha koperasi yang telah dimiliki oleh Koperasi

»'i;{,g;;ffii}nyatakan masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktu
“ yang telah ditetapkan. :

-

,  BAB XIX

KE’I‘ENTUAN PENUTUP
,.x : Pasal 68

Peraturan Daerah ini mula1 berlaku pada tanggal dxundangkan

Agar setiap orang mengetahumya, memenntahkan pengundangan

- Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran '
Daerah Kabupaten Karanganyar

Fad

: Dxtetapka_n d1 Karanganyar
| pada tanggal 26 Desember 2019 )
" BUPATI KARANGANYAR,

N

ttd

JULIYATMONO

'Diundangkan di Karanganyar
‘pada tanggal 31 _Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
| ttd

SUTARN O

| LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019
’ NOMOR 26

'NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN 'KARANGANYAR,

PROVINSI JAWA TENGAH : (26 447 /2019)

K-.
‘ Salman sesuax dengan ashnya




PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
' NOMOR 26 TAHUN 2019
'~ TENTANG
PENYELENGGARAAN PERKOPERASIAN

I UMUM
o Keglatan pembangunan daerah dilaksanakan untuk mewujudkan
te:rCIptanya masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
“Ihd'onés‘ia Tahun 1945. Pembangunan Daerah tersebut mencakup seluruh
y aspek ‘kehidupan yang harus dlselenggarakan secara bersama oleh
' i»-masyarakat sebaga1 pelaku utama pembangunan, maka Pernenntah Daerah
""."-’berkwajlban mengarahkan, memblmbmg dan melmdungl ‘serta
' ‘.i»:mqnu‘mbuhkembangkan_' suasana dan iklim yahg menunjang pelaksanaan
- _vpc-rnbévngun}an di berbagai sektor, salah satunya sektor koperasi. ‘
| o Dalam pemba.ngunan perekonorman nasional keberadaan koperasi

| imemegang perananan pentlng sebaga1 basis utama untuk menggerakkan
'81stem ekonoml kerakyatan termasuk di dalamnya ‘penciptaan lapangan
kerja Perkembangan koperasx dalam perekonomxan nasional, terutama yang
,-"berskala mikro telah ‘mencerminkan wujud nyata untuk mewujudkan

L kesejahteraan masyarakat v

Sebaga1 salah satu kewenangan Pernermtah Daerah sebagaimana diatur

_dalam Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
: beserta perubahannya, maka Pemerlntah Daaerah perlu menj jabarkan secara
‘ ;;-tegas pengaturan mengena1 penyelenggaraan perko eras1an sesua1 dengan
- kebutuhan dan karakterlstlk Kabupaten Karanganyar dengan harapan dapat
';f.'membenkan perhndungan, kemudahan dan fasilitasi baik kepada
: rnasyarakat anggota dan / atau calon anggota koperasi kepada koperasi
o ':selaku badan usaha. | |

II PASAL DEMI PASAL
Pasall o
_Cukﬁp jelas.




o Pasal 2

_ o Cukup Jelas
Pasal 3 _

o Cukup _]elas |

o Pasal 4

Huruf a

o Cukup jelas.
‘Hurufb.

o : Cukup Jelas.

Huruf c .

Yang dlmaksud dengan sokoguru adalah aktuahsaSI Jati Diri
Kopera51, dimana nilai menolong diri sendiri, kepentingan |
" masyarakat harus lebih diutamakan : daripada kepentingan diri
atau . golongan Sendiri,' serta menentang segala pahém

. 1nd1v1duahsme dan kapltahsme menjadi landasan bagi upaya

' memperkokoh perckonomian rakyat dan memperkuat ketahanan

perekonomlan nasional. Untuk rnewmudkan koperaSI sebaga1

N ) sokoguru maka koperasx harus dlperankan dalam berbagal sektor

. " ‘Pasal 7

B usaha.
Hurufd v
o Cukup _]elas
. Pasal 5
| Cukup_]clas..
"fPasa16 o |
| Cukup Jelas. ,_ |

o Cukup Jelas.
: ‘Pasal 8
o Cukup jelas.

| = ‘Pasal 9

Cukupjelas. S

pasaj 10

Cukﬁpjclas.“‘
'*}'pasalu

| Cukup Jelas.

: 'Pasal 12 '
- Cukup jelas.



- Pasal 14

o ‘;,"_:',,Pasal 18

e , ,:Pasal 19

.j’;’;_;PasaJ 13
Cukup _]elas. :

S Cukup Jelas.:
) Pasal 15 .
o Cukup Jelas:' |
»A:-Pasal 6
B Cukup jelas.
| “'jpa'sal 17, -
L Cukup Jelas.

| Cukup Jelas."‘ .
Cukup Jelas.'

‘ "ff‘_>'Pasal 20
- Cukup Jelas.

R Pasal 21

o - Pasal 22

o Ayatu)
e Cukup jelas.
i Ayat @) .
S R Cukup jelas.
e __Ayat 3) o
o Cukup_]elas. |
Ayat (4) o
e Yang dlmaksud dengan * secara proporsmnal” adalah pengaturan

hak suara berdasarkan perkalian jumlah anggota

L Cukup jelas. B
| -Pasal 23 -
~ Cukup Jelas.
. Pasal 24
o " Cukup jelas. -
| :Pasal 25 |
Cukup _]elas. o
Pasal 26

Cukup j elés.‘



e 5, Pasal 27

Cukup jelas.

v'Pasal 28

| "'?-;::,;:’;‘Pasal 29 :
" ‘:P"asal 30

E Z‘Pasal 31
| l:"P‘rvzlsal 32

Pasal 33

Cukup jelas.

. Pasal 34 ’

Cukup Jclas.

Pasal 35

) Pasal 36
Ayat (1)

Cukup Jelas.v
Cukup Jelas;' }
Cukup Jelas.‘

Cukup Jelas.

Cukup Jelas,

Cukup Jelas; ) :

Cukup jelas.

. Ayat 2

Cukup jelas.

| A_;,at 3)

Cukup Jelas.

, -"Ayat 4

Cukup Jelas.v

o Ayat (5)

Cukup Jelas.

jAyat ©)

Ayat (7)

Cukup Jelas_.

_’;Yang dlmaksud dengan “pola tanggung renteng merupakan :

tanggung Jawab bersama diantara anggota dalam satu kelompok v

 atas

segala

kewajiban

terhadap koperasi

keterbukaan dan salmg mempercaya

dengan:

dasar



- Pasal4l

: Pasal 3'7
» : Cukup Jelas.
® : Pasal 38
. Cukup jelas.
Pasal 39 |
o Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Cukup _]ClaS

O 'f:'Pasal 42

| Cukup Jelas .
. Pasal 43 |
o Cukup jelas
Pasal 44
| Cukup jelas.
Pasal 45 ‘
H Cukup _]elas '
Pasal 46 .
~ Cukupjelas.
Paisal 47
- Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas.'v-‘ |
‘Pasal 50 ' |
Cukup Jelas.‘,
'Pasal 51
| v Cukup' jclas.:'
‘ Pasal 52 .
| Cukup Jelas;v |
Pasal 53 :
‘ Cukup Jelas.‘
B Pasal 54
. Cukup jelas.



Pasal 55 | )
o 'Cti‘kupjelasj.
Paséi 56 |
- Cukup jelas.
Pasal 57 | »
Cukup jelas._
Pasal 58 "
: Clikup jelas.v'
Pasal 59 .
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61 |
Cukup jelas.vi |
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal63 =
Cukup jelas.
Pasal 64
| Cukup jelas.
Pasal 65 o
. ‘Cukup jelas.
~ Pasal 66 |
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
o Cukup jélas.
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